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BAB. I PENDAHULUAN 

 

 

A. Tugas Pokok dan Fungsi   

  Tugas Pokok 

Dalam  Peraturan  Gubernur  Lampung    Nomor  59  Tahun  2021 tentang Kedudukan, 

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Inspektorat Provinsi Lampung 

menjelaskan bahwa rincian Kedudukan, Tugas Pokok dan  Fungsi Inspektorat : 

Pasal 156 :  

- Ayat  (1)     Inspektorat     merupakan     unsur     pengawas penyelenggaraan 

pemerintahan daerah; 

- ayat (2)   Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Gubernur; 

- ayat (3) Inspektorat dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya bertanggungjawab 

kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. 

 Pasal 157 : 

- ayat  (1)  Inspektur  Provinsi  mempunyai  tugas  membantu Gubernur dalam 

membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah. 

Sesuai  dengan  Peraturan  Pemerintah  Nomor  12  Tahun  2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah  

Inspektorat  Provinsi Lampung  mempunyai tugas melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan, pelaksanaan 

pembinaan  dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah 

kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah 

kabupaten/kota. 

a) Fungsi 

Sesuai dengan Pasal (3) ayat 2 Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 

2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja 

Inspektorat Provinsi Lampung, Inspektorat Provinsi Lampung mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

a) Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan. 

b) Pelaksanaan  pengawasan  internal  terhadap  kinerja  dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. 
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c) Pelaksanaan  pengawasan  untuk  tujuan  tertentu  atas penugasan dari kepala 

daerah. 

d) Penyusunan laporan hasil pengawasan. 

e) Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi. 

f) Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi. 

g) Pelaksanaan administrasi Innspektorat Provinsi; dan 

h) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

c) Struktur Organisasi 

Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi Lampung terdiri dari: 

a. Inspektur; 

b. Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris terdiri dari ;` 

-   Sub Bagian Perencanaan; 

-   Sub Bagian Analisa dan Evaluasi; 

-   Sub Bagian Umum dan Keuangan. 

c.  Inspektur Pembantu terdiri dari : 

-   Inspektur Pembantu Wilayah I; 

-   Inspektur Pembantu Wilayah II; 

-   Inspektur Pembantu Wilayah III; 

-   Inspektur Pembantu Wilayah IV; 

-   Inspektur Pembantu Wilayah V 

d. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi 

dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilannya. 

d) Tugas Masing-Masing Struktur  

I. Inspektur 

 

Mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi 

pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas 

pembantuan oleh Perangkat Daerah. 

Inspektur dalam melaksanakan tugas tersebut diatas menyelenggarakan fugsi: 

a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasitasi pengawasan; 

b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui 

audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya; 
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c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari 

Gubernur; 

d. Penyusunan laporan hasil pengawasan; 

e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Provinsi; dan 

f. Pelakasanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur terkait dengan tugas dan 

fungsinya. 

II. Sekretaris 

Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis dan administratif ke dalam 

semua unsur di lingkungan Inspektorat Daerah   dan   melaksanakan   tugas   lain   

yang   diberikan Inspektur, Sekretaris dalam melaksanakan tugas tersebut diatas 

menyelenggarakan fungsi : 

i. Pengkoordinasian perumusan rencana program kerja dananggaran  

pengawasan,  penyiapan penyusunan rancangan peraturan perundang-

undangan dan pengadministrasian kerja sama; 

ii. Pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan, pengelolaan, analisis dan 

penyajuan laporan hasil pengawasan serta monitoring dan evaluasi 

pencapaian kinerja; 

iii. Pelaksanaan pengelolaan keuangan;  

iv. Pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan dan rumah tangga; dan 

v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan 

fungsinya. 

a.  Sub Bagian Umum dan Keuangan 

Mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, tata usaha, 

perlengkapan dan rumah tangga, pengelolaan keuangan, penatausahaan, 

akuntansi, verifikasi, pembukuan dan pelaporan keuangan. 

Rincian tugas Suub Bagian Umum dan Keuanan adalah sebagai berikut: 

a.  Melaksanakan administrasi kepegawaian; 

b. Melaksanakan tata usaha dan pembinaan tata usaha Inspektorat; 

c.  Melaksanakan urusan perlengkapan; 

d.  Melaksanakan urusan rumah tangga; 

e. Melaksanakan anggaran dan menyiapkan bahan tanggapan atas laporan 

pemeriksaan keuangan; 

 



5  

 

 

 

f.  Melaksanakan urusan perbendaharaan; 

g.  Melaksanakan verifikassi, akuntansi dan pelaporan keuangan; dan 

h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan. 

III.  Inspektur Wilayah Pembantu I, II, III, IV, V 

Inspektur Pembantu Wilayah I sampai Wilayah IV mempunyai tugas 

melaksanakan pembinaan dan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan 

keuangan, kinerja dan urusan pemerintahan  daerah  pada  perangkat  daerah  

pada perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota. 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektur Pembantu 

Wilayah I sampai Wilayah IV mempunyai fungsi, adalah sebagai berikut: 

a. Penyiapan penyusunan kebijakan terkait pembinaan dan pengawasan 

terhadap perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota; 

b. Perencanaan program pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksana 

tugas dan fungsi perangkat daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota; 

c. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota; 

d. Pengawasan  keuangan  dan  kinerja  perangkat  daerah baik Provinsi 

maupun Kabupaten/Kota; 

e. Pengawasan    terhadap    penyelenggaraan    urusan pemerintahan daerah 

yang meliputi bidang tugas perangkat daerah  baik  Provinsi  maupun 

Kabupaten/Kota; 

f. Perumusan  kebijakan  dan  fasilitasi  pengawasan penyelenggaraan 

urusan pemerintahan daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota; 

g. Pelaksanaan  kerjasama  pengawasan  dengan  Aparat pengawas internal 

lainnya.  

h. Pemantauan  dan  pemutakhiran  tindak  lanjut  hasil pengawasan; 

i. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Inspektur 

Jenderal; 

j. Pelaksanaan   koordinasi   pencegahan   tindak   pidana korupsi; 

k. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; 

l. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan 

m. Pelaksanaan tugas lain yanng diberikan oleh atasan. 
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d) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), 

pejabat fungsional Auditor  dan Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan 

Pemerintahan di Daerah (P2UPD) mempunyai fungsi melaksanakan kegiatan 

pemeriksaan dan atau pengawasan, baik yang bersifat rutin, berkala, maupun 

penanganan kasus-kasus pengaduan. 

e) Pejabat  fungsional  auditor  melaksanakan  pengawasan atas 

penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan, dan 

Pejabat Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah 

(P2UPD) melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan urusan 

pemerintahan daerah di luar pengawasan keuangan, yang meliputi 

pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan, pengawasan atas 

peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pengawasan atas 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu, dan 

melaksanakan evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah; 

f) Pejabat   fungsional   auditor   dan   pejabat   fungsional Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) membuat 

laporan hasil kegiatan pengawasan. 

g) Pejabat   fungsional   auditor   dan   pejabat   fungsional Pengawas 

Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah   (P2UPD)   melaksanakan   

tugas   lain   yang diberikan oleh atasan. 

h) Kelompok jabatan fungsional dalam melakukan kegiatan pengawasan dapat 

dibagi-bagi dalam Tim. 

i) Kelompok jabatan fungsional dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan 

dibentuk pemeranan sebagai pengendali mutu, pengendali teknis, ketua dan 

anggota tim yang ditetapkan oleh Inspektur. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 













BAB III 

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEJABAT ADMINISTRATOR DENGAN PPTP 

Pernyataan dan Lampiran Perubahan Perjanjian Kinerja Pejabat Administrator 
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